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PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang 7 / Fax : (0745) 91642

SAROLANGUN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR o©% TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU )

DILINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN SAROLANGUN,

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Instansi Pemerintah;

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun.

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Républik Indonésia
Tahun 2014 Nomor 244);
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Menetapkan

KESATU

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2663); {

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neégara Republik
Indonesia Nomor 4737);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

{1. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 TAHUN 2020
TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017
tentang RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 (Lembarab
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2029 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun
(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah kabupaten Sarolangun Nomor 5 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daérali (Lemibaran daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-
masing unit kerja dilingkungan Kabupaten Sarolangun untuk menetapkan
Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukai evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Stategis Perubahan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun 2023-2026.
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Tembusan disampaikan kepada
1. Bapak Bupati Sarolangun di
2. Kepala Bappeda Kabupaten
3. Inspektur Kabupaten Sarol
4. Arsip
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